SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 127 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

a. bahwa dengan adanya perubahan pedoman pembentukan

dan tata kelola Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota

Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 35

Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016 tentang

Komisi

Perlindungan anak Indonesia Kota Yogyakarta sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 127 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak

Indonesia perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu penetapan Peraturan Walikota

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta;

Komisi

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);

. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016

tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016
tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 127
TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA KOTA YOGYAKARTA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127
Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 127 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1.

3.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

Ketua KPAI Daerah berasal dari tokoh masyarakat atau praktisi
Pendidikan atau akademisi yang bergerak dalam perlindungan dan
pemenuhan hak anak dan memiliki kemampuan manajerial untuk
mengelola organisasi serta mampu mensinergikan program/kegiatan
pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak hak anak.
Sekretariat KPAI Daerah berasal dari unsur tokoh perlindungan anak
yang mampu mendampingi ketua dalam pengelolaan organisasi
sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan KPAI Daerah.
Personil KPAI Daerah berjumlah maksimal 7 (tujuh) orang, yang
memiliki pemahaman dan kemampuan teknis baik dalam
pengawasan maupun perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Pengurus dan anggota KPAI Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 9

Masa jabatan anggota KPAI Daerah S (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ketua KPAI Daerah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan anggota KPAI
Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa
jabatan anggota KPAI Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekruitmen Anggota KPAI
Daerah diatur dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan
anak.

Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA

sehingga berbunyi sebagai berikut:
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BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Komisi Perlindungan Anak
Daerah Kota Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2020-2022 tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan masa bakti berakhir.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 36
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